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Motto :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang  dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.”

(Tafsir Al Qur’an, Surat An Nissa’:135)
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Ringkasan

Tindak pidana yang dirasa kejam adalah tindak pidana kesusilaan dalam
bentuk persetubuhan terhadap wanita bukan isteri dibawah umur, sangat
disayangkan apabila langkah kehidupan dari korban harus diwarnai dengan
noda yang sulit untuk dilupakan. Penulis dalam penyusunan skripsi ini kasus
yang dikaji adalah tindak pidana percabulan pada anak dibawah umur dalam
petkara No.41/Pid . B/2000/PN Kdi. Dalam penulisan skripsi ini permasalahan
yang timbul adalah alat bukti apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusannya dan mengapa hakim menjatuhkan putusan tindak
pidana percabulan pada kasus perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi. Tujuan
penulisan adalah disamping untuk memenuhi salah satu persyaratan dan
(ugas-tugas mutlak sesuai dengan kurikulum yang berlaku guna memperoleh
gelar sarjana hukum Universitas Jember. Selain itu adalah juga untuk
mengetahui  jawaban  dari  pemasalahan  itu. Dalam  kasus perkara
No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim memutuskan tindak pidana percabulan pada
kasus tindak pidana persetubuhan yang schenarnya terjadi. Putusan hakim
tersebut herakibat lebih ringannya sanksi pidana vang dijatuhkan pada
terdakwa. takim dalam perkara tersebut tidak memakai alat bukti keterangan
saksi dan surat berupa Visum et Repertum Rumkitpol “Bhayangkara Kediri”
tanggal 18 Desember 1999 ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni yang
menerangkan adanya robekan selaput dara jam 11 dan Jjam 3 sampai ke dasar,
tepi robekan rata disebabkan persentuhan dengan benda tumpul; sebagai salah
satu pertimbangannya. Hakim dalam perkara tersebut tidak
mempertimbangkan akibat yang dirasakan korban berupa penderitaan fisik
dan psikis yang tidak dapat hilang dalam waktu singkat apalagi korban dalam
perkara tersebut masih termasuk anak dibawah umur. Dalam perkara ini
hakim telah memutus dengan pasal 290 dan bukan pasal 287 KUP. Hal ini
berakibat pidana yang dijatuhkan lebih ringan dan menguntungkan pelaku
tindak pidana persetubuhan. Dalam perkara tindak kesusilaan pada umumnya
peranan hakim sangat penting dalam menjatuhkan jenis tindak pidana yang
dilakukan oleh pelaku dan ancaman pidananya. Oleh karena itu hakim dalam
menerapkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar norma
kesusilaan  sebaiknya menerapkan ancaman maksimal terhadap pelaku
lerutama yang dilakukan terhadap anak dibawah numur karena akibat yang
ditimbulkan sangat fatal, yaitu penderitaan fisik dan psikis vang tidak dapat
hilang dalam wal:lu singkat.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kejahatan kesusilaan merupakan masalah yang menarik untuk
dibicarakan . Salah satu tindak pidana di bidang kesusilaan yang dirasa kejam
adalah tindak pidana kesusilaan dalam bentuk persetubuhan terhadap anak di
bawah umur atau wanita bukan isteri pelaku.

Tindak pidana persetubuhan apabila tidak dapat dibuktikan maka dalam
prakteknya dijatuhkan putusan tindak pidana percabulan . Dalam kasus
perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim Pengadilan Negeri Kediri telah
memutuskan terdakwa melakukan tindak pidana percabulan yang diatur dalam
pasal 290 KUHP dan bukan tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam
pasal 287 KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim dapat mempergunakan Visum
et Repertum sebagai alat bukti yang sah . Namun demikian dalam perkara No.
41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim tidak mempergunakan Visum et Repertum
Rumkitpol ‘Bhayangkara Kediri’ tanggal 18 Desember 1999 yang
menerangkan adanya robekan selaput dara jam 11 dan Jjam 3 sampai ke dasar,
tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul ;
sebagai salah satu alat bukti dalam pertimbangan putusannya . Dalam perkara
No0.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim hanya memakai keterangan terdakwa
sebagai pertimbangan dalam putusannya dan menyatakan terdakwa telah
bersalah melakukan tindak pidana percabulan .

Hakim  Pengadilan Negeri Kediri dalam  kasus perkara
No0.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak mempertimbangkan keterangan korban dan
akibat penderitaan fisik dan psikis yang dirasakan korban sebagai akibat dari
perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana persetubuhan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Konsekwensi yuridis terhadap putusan pidana tersebut berakibat pidana
vang dijatuhkan lebih ringan daripada tindak pidana yang berupa
persetubuhan . Ancaman pidana yang lebih ringan yang dijatuhkan hakim
sebagai akibat kurangnya alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusannya; akan menguntungkan pelaku tindak
pidana persetubuhan, sebaliknya merugikan korban tindak pidana
persetubuhan dalam hal ini pihak wanita yang mengalami penderitaan fisik
dan psikis . Hal ini dapat menjadi preseden buruk dalam kasus yang sama .

Penderitaan fisik dan psikis yang dirasakan korban tindak pidana
persetubuhan tidak dapat hilang dalam waktu singkat, sedangkan pelaku
tindak pidana persetubuhan telah selesai menjalani pidananya akibat terlalu
ringannya ancaman pidana yang dijatuhkan oleh hakim .

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan pada umumnya peranan hakim
sangat penting dalam menjatuhkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku dan ancaman pidananya . Kewajiban dan tanggung jawab agar hukum
dan keadilan dapat ditegakkan adalah terletak di pundak hakim, baik
didasarkan pada hukum tertulis maupun tidak tertulis jika tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa .

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini
penyusun mengambil judul : Timjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana
Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Perkara Nomor
41/Pid.B/2000/PN.Kdi .

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
a. Alat bukti apakah vang dijadikan pertimbangan Hakim dalam
menjatuhkan putusan perkara No. 41/Pid. B/2000/PN.Kdi ?
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b. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan pada
kasus perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi Hakim
dalam menjatuhkan putusan perkara No. 41/P1d. B/2000/PN.Kdi.
b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
tindak pidana percabulan pada kasus perkara No. 41/Pid. B/2000/PN.Kdi.

1.4 Metodologi Penulisan

Dalam penulisan skripsi dibutuhkan metode, yaitu cara-cara tertentu
baik dalam penulisannya, pengambilan data sampai pada analisis data Metode
yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan
yuridis normatif. Menurut Soekanto (1986:115), pendekatan yuridis normatif
yaitu pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara
teoritis, pendapat para sarjana dan bahan-bahan hukum lain, seperti
yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang
berlaku di masyarakat.
1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data si:k_ugiier. Menurut
Sockanto (1986:15), sumber data sekunder yaitu sumber data yang
dipergunakan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui studi
dokumen atau bahan pustaka. Sebagai contoh adalah peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan

dengan penulisan ini dan keputusan pengadilan.
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, adalah
mempergunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Menurut Soekanto
(1986:21), studi dokumen atau bahan pustaka merupakan alat pengumpulan
data yang dilakukan melalui data tertulis.
1.4.4 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini mempergunakan metode deskriptif analitis,
yang didahului dengan mengolah dan menganalisis data-data yang berhasil
dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif Metode deskriptif
analitis menurut Soemitro (1990:14) yaitu suatu metode analisis, dengan cara
memberikan gambaran yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya
tentang keadaan yang dibahas. Data deskriptip analisis kemudian dikaji
menurut landasan hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada sehingga
dapat diberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dari data-data
yang ada dilakukan penarikan kesimpulan yang bertolak dari prinsip-prinsip
umum, kemudian diberlakukan kepada masalah yang bersifat khusus.
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BABII
FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakts
Fakta yang diuraikan merupakan kasus yang diambil dari putusan
Pengadilan Neger: Kedin Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi tanggal 22 Maret
2000. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 41/Pid.B/2000/PN.Kdi
tersebut tentang tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur.
Terpidana dalam kasus ini adalah :

Nama : Hadi Martono Bin Tamin

Tempat lahir : Lamongan

Umur : 28 tahun

Jenis kelamin : Laki-1aki

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa

Tempat tinggal : Ds. Paron, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.
Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam.

Korban dalam kasus pidana ini adaiah :

Nama : Sit1 Fatima Binti Sumari
Tempat lahir : Blitar

Umur : 14 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa

Tempat tinggal : Dsn Karanganyar, Ds Gembongan, Kecamatan Penggok
Kabupaten Blitar.

Pekerjaan : Pembantu rumah tangga

Agama : Islam.
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Kronologi kasus perkara Nomor : 41/Pid B/2000/PN_K.di adalah sebagai
bertkut :

- Terdakwa Hadi Martono Bin Tamin pada hari Jum’at tgl 17-12-1999 jam
10.00 wib bertempat di rumah terdakwa di desa Paron, Gampengrejo,
Kabupaten Kediri telah memaksa korban dengan ancaman kekerasan Siti
Fatimah binti Sumari untuk bersetubuh dengan terdakwa di luar
perkawinan.

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya satu kali dengan cara
sebagai berikut :

Saksi korban vang berada di dapur dipanggil oleh terdakwa dan disuruh
memijat kaki dan tangan terdakwa yang pada saat itu hanya memakai
sarung warna kotak-kotak coklat putih, sedangkan saksi korban saat itu
memakai kaos warna hijau, rok warna hitam dan BH serta celana dalam
warna putith. Kemudian terdakwa merangkul dan meneletangkan korban
diatas tempat tidur, sambil tangan kirinya membungkam mulut korban dan
menciumi pipi kanan-kiri korban serta tangan kanannya meremas-remas
payudara korban. Dalam keadaan seperti itu terdakwa menyingkap rok
korban dan meiepas celana dalam korban dan kemaluan terdakwa yang
sudah tegang ditekan-tekan dan dimasukkan ke dalam vagina saksi
korban. Saksi korban mengadakan perlawanan dengan cara mendorong
tubuh dan mencubiti tangan terdakwa, tetapi usaha itu sia-sia karena tubuh
terdakwa besar. Perasaan saksi korban saat itu tertekan, takut karena
perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kemauannya. Terdakwa
mengancam saksi korban dengan kata-kata : “kowe engko lek bengok-
bengkok tak pateni”, artinya kalau nanti kamu teriak-teriak akan saya
bunuh. Keadaan rumah pada saat peristiwa persetubuhan itu terjadi dalam
keadaan sepi. Terdakwa telah mempunyai istri dan satu orang anak,
sedangkan saksi korban berstatus masih perawan serta belum pernah

kawin.
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Perbuatan terdakwa tersebut berakibat alat vital saksi korban Siti
Fatimah  Binti Sumari mengalami  kernsakan  sesuni dengan  Visum el
Repertum Rumkitpol “Bhayangkara kediri” tanggal 18 Desember 1999 atas
nama saksi korban yang ditandatamgani oleh dr. Dwi Winarni dengan
kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasar, telapi

robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Sakst korban memberitahmkan peristiwa tersebut kepada tetangganya
Sriyanti. Pada hari Sabtu tgl 18-12-1999 jam 06.00, sclanjutnyn korban
memberitahukan kepada orang tnanya saksi Sumavi yang segera melaporkan
terdakwa ke polisi dan hari Minggo 1gl 19-12-1999 terdakwa ditangkap oleh
petugne Polsek Gampengrejo.

Penantul wounn dalam kasng perkara Nomor @ A1/Pid. B/2000/PN . Kdi

memakai sistem dakwaan bertingkat, sebagaimana dalam dakwaan ;

1. Primair : diancam dalam pagal 285 FULIP.
2. Subsgidair s diancam dalam pasal 287 ayat 1 1LUNP.
3. Lebili subsidair s diancam dalam pasal 289 KUIP,

4. Lebih-lebih subsidair : diancam dalam pasal 290 FUHP.
lakim Pengadilan MNegeri Kediri setelah melakukan pertimbangan
memutuskan ;
1. Menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti  secara sabh dan meyakinkan
melnkukan  tindak  pidana  dalam  dakwaan  primaiv, subgidair, lebil

subsidair maka oleh karena it terdakwa hmuog dibebaskoan dari dakswaan

Penuntut Umum tersebut;

2. Menyatakan terdakwa telah terbukli secora gah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “melalinkan perbuatan cabul™;

3. Menpatuhkan pidana kepada lerdakwa dengan prdana penjara gelama 5
balan;

4. Menetaphkan maga pennhanan yang telah dijatuhi terdakwa diknranghkan

seluulinya dari pidana yang dijatubkan;
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5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp. 1000.-.

2.2 Dagar Hukum

Dasar hukum  yang dignnakan sebagai landasan  ywridis dalam
penyusunan skripsi ini, adalah :
a. Pasal 287 KUIP yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan
seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus 1a duga bahwa
wanita itu belum mencapai vsia lima belas tahun atavpun jika fidak
dapat diketahui dari usianya, wanita itn merupakan seorang wanita
yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara sclama-
lamanya sembilan tahun .

(2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali
jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau terjadi
hal-hal seperti yang diatur dalam pasal-pazal 291 dan 294 .

b. Pasal 290 EUHP yang berbunyi sebagai berikul :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

). barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan
dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada
dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak
berdaya;

2. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan
dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia
duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun,
atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat
dinikahi;

3. barangeiapa membujnk seseorang yang ia ketahui atan sepantasnya

harus dapat ia duga bahwa crang tersebul belum mencapai usia lima
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belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu
belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan
dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, atau untuk
melakukan hubungan kelamin dilnar pernikahan dengan pihak ketiga .
c. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sckurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya”
d. Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :
(1) Alat bukti yang sah ialah :
keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
¢, surak;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa. '

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan .

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian persetubuhan dan percabnian

Menurut Soesilo (1986:181), persetubuhan adalah perpaduan antara
anggota kemaluan laki-laki dan perempnan yang biasa dijalankan untuk
mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam
anggota kemaluan wanila, sehingga mengeluarkan mani .

Dahlan (1990:170) menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara
dua kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik
yaitu kebutuhan sosial . Persetubuhan tersebut terdiri atas penetrasi penis ke

dalam vagina; gesekan-gesekan antara penis dengan vagina dan ejakulasi.
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Prakoso dan Murtika (1987:145) menyatakan sebagai berikut.

Persctubuhan dalam arti biologis adalal  suatu perbuatan yang
memungkinkan terjadinya kehamilan (uniuk prokreasi), sehingga
harus terjadi -

L. ereclio penis;

2. penetralio penis kedalam vagina;

3. ejaculatio dalam vagina.

Jika ketign unsur ini diisyaratkan olel hukum, maka ejaculatio
dalam vagina dengan mudah dapat ditindakan, misalnya dengan
kondom atan coitus interruptus. Oleh karena ity maka ilmu hulkum
hanya mengharuskan suatu penetratio penis kedalam vagiua,

Menurut Anwar (1986:226 dan 227), pengertian persetubuhan adalah
sebagat berikut.
[ubungan kelamin antara scorang pria dengan scorang wanita,
hubungan kelamin mana pada umumnya dapat dipereyaratkan dalam
perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita,
karena hnbungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin ity
mentmbulkan  akibat  luka pada  wanita remaja,sedangkan
penumpahan mani tidak perln terjadi (....).
Idvies (1997:221) menyatakan persetubuhan adalah suatu perisliwa
dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penclrasi tersebut dapat
leugkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi .

Perbuatan cabul adalah semua perbnatan yang melanggar kesopanan

atau kesusilaan.dal ini seperti yang dikatakan oleh Anwar (1986:231)

sebagai berikut.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan
atau kesusilaan, tetapi juga kepada setiap perbuatan terhadap badan
atau dengan badau sendiri maupun badan orang lain yang melanggar
kesopanan  Perbuatan eabul mernpakan nama kelompok berbagai
Jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga
termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan .
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Menurut Hamdani (1992:159), perbuatan cabul adalah sebagai berikut.

Segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan
nafsu birahi atau nafsu seksuwal diluar perkawinan termasuk
persetubuhan.

Perbuatan cabul dapat dilakukan oleh :

(1) orang, dengan orang sesama kawin, antara orang laki-laki dan
orang laki-laki , antara orang perempuan dengan orang perempuan;
(2) orang laki-laki dengan orang perempuan ;

(3) orang perempuan dengan orang laki-laki.

Perbuatan cabul adalah tindakan melanggar kesusilaan dapat
diketahui dari arrest Hoge Raad 15 Februari 1926,N.J.1926, W.11493
vang menyatakan bahwa : “ Seorang pria dengan kekerasan telah
memegangi tangan seorang wanita yang walaupun ada perlawanan dari
wanita tersebut, telah membuat tangannya memegang kemaluannya,dapat
disebut telah memaksanya untuk melakukan tindakan vyang sifatnya
melanggar kesusilaan”.

Dalam arrest tanggal 5 Nopember 1946, N.J.1947 No.17, Hoge Raad
memutuskan bahwa : “Kejahatan ini selesai dilakukan, yakni setelah
pelaku berhasil mengatasi perlawanan yang diberikan oleh orang yang
dipaksa melakukan suatu tindakan yang sifatnya melawan kesusilaan atau
jika pelaku dengan melakukan suatu tindakan yang tidak diduga-duga
ternyata berhasil mencegah kemungkinan adanya perlawanan dari orang
yang bersangkutan”.

Perbuatan memaksa seseorang wanita memegang kemaluan seorang
pria merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh pria yang

mempunyai rasa kesusilaan (Lamintang,1990:153).
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2.3.2 Beberapa ketentuan KUHP tentang tindak pidana persctububan dan
percabulan

Menurut Dahlan (1990:118 dan 119), berdasarkan KUHP persetubuhan
tak legal digolongkan ke dalam 2 kategori yaitu yang dilakukan di dalam
perkawinan dan yang dilakukan di lvar perkawinan.

Persetubuhan tidak legal di dalam perkawinan diatur dalam pasal 288
KUHP, yaitu persetubuhan yang dilakukan terhadap isterinya sendiri yang
belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka
diancam pidana penjara selama-lamanya 4 tahun; jika mengakibatkan luka
berat maka diancam pidana penjara 8 tahun dan jika mengakibatkan mati
diancam pidana penjara 12 tabun .

Persetubuhan tidak legal di luar perkawinan adalah persetubuhan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita bukan isterinya. Perbuatan im
dapat dibedakan menjadi dua,yaitu :

(1). Yang dilakukan atas persetujuan atau izin wanita yang disetubuhi :

a. Persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur diatur dalam
pasal 287 ayat 1 KUHP, unsur-unsur tindak pidana persetubuhannya
adalah :

1. Barangsiapa

2. Bersetubuh dengan perempuan bukan isterinya

3. Diketahui atau patut disangkanya perempuan itu belum cukup 15
tahun atau belum masanya untuk kawin

4. Diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

b. Perzinahan yang diatur dalam pasal 284 KUHP.

(2). Yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin wanita dari yang disetubuhi:

a. Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP.

b. Persetubuhan dengan seorang perempuan dalam keadaan pingsan atau
tidak berdaya diatur dalam pasal 286 KUHP. -
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Kejahatan berupa perbuatan cabui di dalam KUHP dibagi dalam :
(1). Perbuatan cabul yang dilakukan mau sama mau.
a.Diatur dalam pasal 290 ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah :
1. Penjara paling lama 7 tahun
2. Barangsiapa
3. Berbuat cabul
4. Diketahui atau diduga umurnya belum 15 tahun atu belum mampu
kawin
b.KUHP pasal 293
¢.KUHP pasal 294
(2). Perbuatan cabul dengan sesama kelamin : KUHP pasal 292.
(3). Menyerang kehormatan kesusilaan : KUHP pasal 289 .
(4). Perbuatan cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya .
Diatur dalam pasal 290 ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah :
1. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
2. Diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya
(5). Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul atau persetububan dengan
orang lain .
Diatur dalam pasal 290 ke-3 KUHP, unsur-unsurnya adalah :
1. Membujuk seseorang.
2. Untuk melakukan ,membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul
atan berzinah dengan orang lain.
3. Yang diketahui atau disangkanya wmur orang itu belum cukup 15
tahun, belum pantas dikawin .
(6). Menghubungkan, memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan
orang lain : KUHP pasal 295 .
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2.3.3 Alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP
Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHAP, adalah
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa .
1. Keterangan saksi
Menurut Prints (1998:135), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatn
peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendin,
dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).
Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang
lain atan Testimonium De Auditu (penjelasan pasal 185 KUHAP). Keterangan
saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat,
yaitu :
— Syarat formil : keterangan saksi dapat dianggap sah, jika diberikan di
bawah sumpah.
- Syarat materiil : keterangan saksi saja tidak dianggap sah sebagai alat
pembuktian (Unus Testis Nulus Testis).
Di dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal asas yang disebut Unus
Testis Nullus Testis, artinya Satu Saksi Bukan Saksi. Bawengan (1989:132)

menyatakan sebagai berikut .

KUHAP menganut asas Nullus Testis termaksud. Tetapi bilamana
saksi-saksi dilengkapi dengan bukti beberapa surat atau bukti berupa
benda lain, maka menurut ayat (3) pasal 185 KUHAP, asas satu saksi
bukan saksi tidak dapat diberlakukan. Hal demikian dapat dipahami
bahwa KUHAP menggoiongkan saksi-saksi sebagai alat bukti. Oleh
karena itu maka kesaksian safu orang telah merupakan alat bukti, bila
ditambah dengan satu alat bukti lagi maka dengan sendirinya hal itu
tidak dapat digolongkan lagi kedalam asas unus testis nullus testis.

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesval satu dengan
yang lain, tidak merupakan alat bukti apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan
alat bukti sah yang lain (pasal 185 ayat 7 KUHAP).
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2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang
tentang sesuatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 butir
28 KUHAP).

Menurut pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahl1
nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli itu dapat juga sudah
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atan penuntut umum yang
dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah di waktu
menerima jabatan atan pekerjaan.

Adapun ahli yang dimaksud dalam pasal ini, misainya ahli kedokteran
kehakiman, ahli balistik, ahli kimia, ahli fisika, ahli farmasi, ahli toxin dan
lain-lain

Karyadi dan Soesilo (dalam Bawengan, 1989:195) menyatakan sebagai
berikut .

(...), Dokter itu juga merupakan seorang ahli kesehatan yang dalam
perkara pidana khusnsnya dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan
(menerangkan tentang besar kecilnya luka atan tentang sebab kematian
korban). Dalam pemeriksaan perkara oleh penyidik, dokterpun sebagai
seorang ahli harus tunduk pada isi pasal 120 diatas yaitu mengenai
keterangan yang ia berikan, harus bersumpah terlebih dahulu di muka
penyidik yang amat sukar untuk diiaksanakan, akan tetapi biasanya
dokter mengeluarkan surat keterangan yang disebut Visum et Repertum.

3. Surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Menurut Harahap
(dalam Bawengan,1989:138), “Pembuktian dengan surat, hanya kita jumpai
diatur dalam satu pasal saja ialah pasal 187 KUHAP”.

Dalam pagal 187 KUHAP terdapat dua jenis surat, yaitu surat-surat yang
dinyatakan dalam pasal 187 huruf a,b dan ¢; kemudian surat-surat yang tidak
resmi dinyatakan dalam pasal 187 huruf d. Bawengan (1989:139) menyatakan
sebagai berikut.
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Ada jelas bahwa bukan surat-surat resmi saja yang dipergunakan
sebagai alat bukti melainkan terdapat pula misalnya korespondensi-
korespondensi yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian. Surat-
surat sedemikian itu mungkin dikirim melalui Kantor Pos atan badan
lain termaksud diatas, dapat juga terjadi pengiriman melalui kurir atau
orang-orang tertentu. Oleh karena itu surat sebagaimana huruf d pasal

187 KUHAP tidak dapat dikesampingkan bahwa banyak terjadi praktek

kriminal.

Syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu surat
dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu
harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Prakoso
dan Murtika ,1987:43).

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam pasal 188 KUHAP. Menurut
ayat (1) pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau
keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi
snatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut ayat (2) pasal 188 KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh
dan:

a Keterangan saksi;
b. Surat;
¢. Keterangan terdakwa.
Burton (dalam Bawengan,1989:144) jmenyatakan sebagai berikut.

Clue atau petunjuk didalam berbagai pengertian ialah: data, bukt,
penemuan, penunjuk jalan, isyarat, idea, indeks, indikasi atan indikator,
informasi, persangkaan, insinuasi atau tuduhan tak langsung, “berita “,
kunci, alasan untuk percaya, sinyal.

Petunjuk yang dimaksud dalam pasal 188 KUHAP tidak mungkin sama
dengan petunjuk dalam pengertian clue oleh karena pasal 188 adalah petunjuk

yang merupakan bukti yang sah; penilaian atas kekuatan pembuktian dari
suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan
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arif lagi bijaksana, seteiah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur bahwa keterangan terdakwa harus
diberikan di depan sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang diberikan di
luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja,
dengan didukung oleh suatu alat bukti yang sah mengenai hal yang
didakwakan kepadanya.

Menurut bunyi pasal 189 ayat 2 KUHAP, ada keterangan yang diberikan
di lvar sidang. Yang dimaksudkan dengan keterangan di lvar sidang termasuk
berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.Dalam hubungan ifu
Prodjohamidjojo(dalam Bawengan,1989:146) menyatakan bahwa,~Keterangan
tersangka di muka penyidik bukan alat bukti sedang keterangan terdakwa di
muka persidangan merupakan alat bukti .

Dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-
masing terdakwa hanya yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi
terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup uniuk membuktikan
bahwa terdakwa telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, jika tidak
didukung oleh alat bukti lainnya.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Alat Bukti Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi

Putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak pidana
percabulan, hakim menggunakan alat bukti berupa keterangan terdakwa
sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya, tanpa mempertimbangkan
alat bukti lain seperti; keterangan saksi korban dan alat bukti surat yang
berupa Visum et Repertum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusannya. Hal ini  dapat disimpulkan dari dasar
pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan
terdakwa tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah
sumpah dan dihubungkan pula dengan fakta-faxta hukum yang terungkap di
persidangan pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti
bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair,
subsidair, lebih subsidair maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan
dari dakwaan Penuntut Umum (lampiran putusen perkara halaman 6).

Alat bukti berupa keterangan saksi korban dan Visum et Repertum
Rumkitpol “Bhayangkara Kediri” tanggal 18 Desember 1999 atas nama Siti
Fatimah binti Sumari yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni dengan
kesimpulan robekan selaput dara jam 11 dan jam 3 sampai ke dasai, tepi
robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul; tidak
dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, hakim dalam perkara
No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi menjatuhkan putusan tindak pidana percabulan.

Alat bukti keterangan terdakwa yang dijadikan pertimbangan hakim dalam

18
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menjatuhkan putusannya didasarkan pada keterangan terdakwa di

persidangan

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. terdakwa telah menolak melakukan perkosaan terhadap diri saksi
korban;

2. terdakwa mencrangkan bahwa ia hanya mencium bibir dan meremas
buah dada saksi korban;

3. terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah
dilakukannya.

Keterangan terdakwa dijadikan bahan pertimbangan hakim, sehingga
tindak pidana persetubuhan yang telah dibuktikan dengan Visum et
Repertum dipandang tidak terbukti, sedangkan yang dapat dibuktikan di
persidangan adalah tindak pidana percabulan sehingga konsekwensi
yuridisnya ancaman pidananya lebih ringan.

Keterangan saksi korban Siti Fatimah binti Sumari dan Visum et
Repertum yang dibuat oleh Rumkitpol “Bhayangkara Kediri” dan ditanda
tangani oleh dr. Dwi Winarni dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi
menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana  persetubuhan
dikesampingkan oleh hakim. Hakim hanya memakai keterangan terdakwa
Hadi Martono bin Tamin berupa pengakuan yang sifatnya meringankan
terdakwa, sehingga dalam perkara ini tindak pidana persetubuhan yang

terjadi berubah menjadi tindak pidana percabulan.

3.2 Putusan Ilakim Menjatuhkan Tindak Pidana Percabulan Pada
Kasus Perkara Nomor 41/Pid.B/2000/PN.Kdi
Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak
pidana persetubuhan yang sebenarnya terjadi dipandang oleh hakim tidak

terbukti sedangkan yang terbukti adalah tindak pidana percabulan, sehingga
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dalam putusannya berakibat pada lebih ringannya ancaman pidana yang

dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa .

Putusan hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi yang
menjatuhkan tindak pidana percabulan kepada terdakwa didasarkan pada
pertimbangan hakim sebagai berikut :

l. terdakwa menolak telah melakukan tindak pidana perkosaan pada diri
saksi korban dan mengaku telah meminta saksi korban untuk memijat;

2. terdakwa menerangkan bahwa ia hanya mencium bibir dan meremas buah
dada saksi korban serta menyesal dan mengaku bersalah atas
perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut;

3. terdakwa menyatakan dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan
ancaman berupa kata-kata “kowe engko lek bengak-bengok tak patenmi™
artinya kalau kamu nanti teriak-teriak akan saya bunuh;

4. unsur ancaman dan kekerasan tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya
tidak dapat dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak
terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan primair, subsidair,
Icbih subsidair;

5. untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan kejahatan sesuai yang
didakwakan penuntut umum yaitu dalam dakwaan primair, subsidair,
lebih subsidair, lebih-lebih subsidair harus dapat dibuktikan bahwa
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kejahatan vyang
didakwakan kepadanya, jika salah satu unsurnya tidak terbukti maka
tindak pidana yang didakwakan itu tidak terbukti;

6. dakwaan yang dilimpahkan kepada terdakwa berbentuk dakwaan
bertingkat, hakim akan mempertimbangkan dakwaan vang sesuai dengan
perbuatan terdakwa;

7.di dalam visum et repertum yang diajukan di persidangan tidak

diterangkan adanya air mani yang keluar akibat persetubuhan itu yang
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merupakan syarat utama adanya perkosaan dan adanya keterangan dari

saksi korban yang menyatakan tindak pidana itu dilakukan hanya satu

kali; yang menjadi pertimbangan hakim perbuatan tersebut dilakukan satu

hari hanya satu kali atau satu hari tetapi dilakukan berungkali;

8. adanya keterangan dari tiga orang saksi menyatakan sebagai berikui :

a. Saksi korban Siti Fatimah Binti Sumari, Blitar, 14 tahun, Pembantu

rumah tangga, Warga Negara Indonesia/Jawa, dusun Karanganyar,

desa  Gembongan, kecamatan  Ponggok, kabupaten  Blitar

menerangkan:

bahwa yang melakukan perkosaan terhadap dirinya adalah
majikannya sendiri Hadi Martono bin Tamin;

bahwa peristiwa tindak pidana itu terjadi pada hari Jum’at tanggal
17 Desember 1999 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di dalam
kamar rumah terdakwa di desa Paron, kecamatan Gampengrejo,
kabupaten Kediri;

bahwa pada saat peristiwa itu berlangsung saksi korban sendirian
berada di dapur dan rumah dalam keadaan sepi, sedangkan
terdakwa berada di dalam kamarnya;

bahwa selang beberapa lama terdakwa memanggil saksi korban
dari dalam kamarnya dan saksi korban diminta untuk memijat kaki
dan tangan terdakwa, tidak lama kemudian terjadilah tindak pidana
persetubuhan yang disertai ancaman kekerasan yang dilakukan

terdakwa kepada saksi korban;

b. Saksi Sumari bin Marsup, Blitar, 45 tahun, Tani, Islam, Warga

Negara Indonesia/Jawa, dusun Karanganyar, desa Gembongan,

kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar menerangkan :
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— bahwa benar telah terjadi peristiwa perkosaan yang menimpa
anaknya Siti Fatimah binti Sumari yang dilakukan oleh
majikannya sendiri Hadi Martono bin Tamin;

— bahwa saksi menerangkan anaknya bekerja scbagai pembantu
rumah tangga pada keluarga terdakwa kurang lebih baru satu
setengah bulan;

— bahwa selaku orangtua saksi tidak menerima dan merasa malu
serta menuntut terhadap terdakwa supaya dihukum sesuai dengan
hukum yang berlaku;

—~ bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa, yang ia tahu
terdakwa adalah majikan anaknya dan status terdakwa adalah
mempunyai isteri dan satu orang anak;

— bahwa saksi menyatakan anaknya Siti Fatimah binti Sumari
berstatus masih perawan dan belum pernah kawin serta umurnya
masih 14 tahun;

— bahwa saksi mengetahui peristiwa perkosaan tersebut dari
keterangan yang disampaikan oleh anaknya sendiri yaitu saksi
korban Siti Fatimah binti Sumari;

— bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1999
Desember1999 saksi melaporkan peristiwa itu kepada Polsek
Gampengrejo, kabupaten Kediri:

c. Saksi Sriyanti binti Ketang, Kediri, 20 tahun, Belum bekerja, Islam,
Warga Negara Indonesia/Jawa, desa Paron, kecamatan Gampengrejo,
kabupaten Kediri menerangkan :

— bahwa saksi adalah teman saksi korban, saksi mengetahui

peristiwa perkosaan itu terjadi dari keterangan yang disampaikan
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sendiri oleh saksi korban pada hari Sabtu tanggal 18 Desember
1999 jam 06.00;

— bahwa saksi kenal dengan saksi korban baru satu setengah bulan
atau selama saksi korban bekerja di rumah Hadi Martono bin
Tamin;

— bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan
famili karena terdakwa termasuk orang baru atau pendatang baru
namun rumahnya berdekatan;

— bahwa saksi korban sebelum peristiwa itu berlangsung sering
menceritakan pada saksi bahwa terdakwa sering berlaku kurang
ajar kepadanya,

— bahwa saksi korban pada saat memberitahu saksi adanya
kejadian perkosaan itu hanya menangis dan sedih seperti
ketakutan, kemudian ingin pulang ke rumahnya sendiri di Blitar
tetapi tidak berani; 7

10. bahwa sebelum menentukan beberapa pidana yang dijatuhkan Majelis
hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

— Yang memberatkan : sifat perbuatan terdakwa tersebut melanggar
norma-norma yang berlaku yaitu adat maupun hukum,

— Yang meringankan: terdakwa mengaku terus terang akan
perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa
berlaku sopan, masih muda dan belura pernah dihukum, terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi melakukan perbuatan
yang melanggar hukum.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut putusan majelis hakim

berbunyi:
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1. menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan mevakinkan
melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, subsidair, lebih
subsidair maka oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan
Penuntut Umum tersebut;

2. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul™;

3. menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5
bulan;

4. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan:

6. membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp.1000,- (seribu rupiah).

3.3 Analisis

Dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah menjatuhkan
tindak pidana percabulan kepada terdakwa seperti yang diatur dalam pasal
290 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim Syaiful Arief S.H (wawancara
tanggal 16 Agustus 2000) yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan
adalah alat kelamin laki-laki harus masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin
perempuan (vagina) atau harus ada penetrasi penuh ke dalam lubang vagina
perempuan dan harus sampai keluar air mani. Menurut hakim Syaiful Arief
S.H kategori adanya ancaman kekerasan dalam tindak pidana perkosaan
dapat dilakukan dalam bentuk fisik maupun berupa kata-kata yang ditujukan
pada korban yang sifatnya menakut-nakuti atau mengancam korban agar
mau menuruti kemauannya. Setidaknya harus ada orang yang melihat, atau
mendengar adanya peristiwa tindak pidana kesusilaan itu seperti misainya

ada seseorang yang mendengar adanya jeritaun dari korban pada waktu

peristiwa itu berlangsung, sehingga ancamar kekerasan itu tidak harus
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dalam bentuk fisik tetapi dapat berupa kata-kata, dengan syarat setidaknya
harus ada orang yang mendengar adanya jeritan. Kesulitan dalam
pembuktian adanya ancaman kekerasan dalam tindak pidana kesusilaan
terletak pada sistem penyidikan yang belum baik, dan hukum berdasar pada
bukti dan tidak berdasar pada perkiraan saja.

Alat bukti yang biasa dipergunakan dalam perkara tindak pidana
kesusilaan menurut hakim Syaiful Arief S.IH{ yang dijadikan pertimbangan
dalam putusannya biasanya berupa Visum et Repertum, keterangan saksi
dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang satu dengan yang lain harus ada
unsur keterkaitan, karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka tindak
pidana itu tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Didik Wuryanto S.H
(wawancara tanggal 16 Agustus 2000) yang memutus tindak pidana
percabulan didasarkan pada hakim telah mendengar keterangan terdakwa
yang menyatakan bahwa ia tidak memakai ancaman kekerasan dalam
melakukan tindak pidana itu, di dalam Visum et Repertum yang diajukan di
persidangan tidak ditemukan keterangan yang menyatakan adanya air mani
yang keluar dari peristiwa tersebut. Didalam perkara tersebut terdapat
kelemahan yaitu dari keterangan saksi korban yang menyatakan tindak
pidana itu hanya dilakukan satu kali; yang menjadi pertimbangan hakim
perbuatan tersebut satu kali dalam satu hari dilakukan berungkali atau
benar-banar hanya dilakukan satu kali. Dalam menjatuhkan putusan tindak
pidana kesusilaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah unsur-unsur
yang didakwakan oleh penuntut umum harus dapat dibuktikan seluruhnya,
jika salah satu unsur tidak terbukti maka tindak pidana yang didakwakan itu
menjadi tidak terbukti.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya

hukuman tergantung dari usia pelaku tindak pidana, berat ringannya tindak
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pidana itu, hubungan korban dengan terdakwa, efek atau pengaruh tindak
pidana itu terhadap korban atau akibat yang akan diterima korban dan
adanya ketidakseimbangan hubungan kemanusiaan antara pelaku, korban
serta masyarakat atau lingkungannya. Menurut hakim Syaiful Arief, jika
hubungan terdakwa dengan korban telah berlangsung baik tidak ada alasan
untuk memperberat hukuman. Hal ini disebabkan hukuman itu sifatnya
hanya membuat jera pelaku, jika ada persetujuan dari korban dan terdakwa
telah terjadi yang biasanya dilakukan di balai desa maka hukuman yang
akan dijatuhkan lebih ringan. Jika memberi hukuman pada pelaku tindak
pidana harus dilihat dari fakta hukumnya tidak harus seperti yang
dirumuskan dalam pasalnya. Hakim mempunyai keyakinan jika hukuman
yang diberikan lebih ringan pedomannya pada Tuhan Yang Maha Esa,
karena Tuhan akan membalas perbuatan pelaku kejahatan dan masyarakat
juga akan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut. Oleh
karena itu hakim berkeyakinan jika ia menghukum berat pelaku kejahatan
berarti ia telah mendholimi orang yang tidak bersalah.

Perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah menjatuhkan tindak
pidana percabulan berdasarkan pasal 290 KUHP; perkara yang sebenarnya
terjadi adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang
dewasa terhadap anak di bawah wumur. Jika hakim benar-benar
memperhatikan fakta yang ada dan keterangan saksi korban serta alat bukti
berupa Visum et Repertum Rumkitpol “Bhayangkara Kediri” tanggal 18
Desember 1999; tindak pidana persetubuhan yang sebenarnya terjadi tidak
akan berubah menjadi tindak pidana percabulan dalam putusannya.

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak memperhatikan
alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi korban dan

alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumkitpol “Bhayangkara Kediri”

tanggal 18 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Winarni yang
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menerangkan bahwa telah terjadi robekan selaput dara jam 11 dan jam 3
sampai ke dasar, tepi robekan rata disebabkan karena persentuhan dengan
benda tumpul.

Dalam hal pembuktian KUHAP menganut teori pembuktian negatif
yang menerangkan bahwa seorang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana
jika berpedoman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan
keyakinan hakim dari adanya alat-alat bukti itu. Hal ini berdasarkan pasal
183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya™.

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak memperhatikan
keberadaan alat bukti lain berupa keterangan saksi korban dan alat bukti
surat Visum et Repertum Rumkitpol “Bhayangkara Kediri” tanggal
18 Desember 1999. Alat bukti berupa keterangan saksi termasuk keterangan
saksi korban dan alat bukti surat diatur dalam pasal 184 KUHAP. -

Hakim dalam putdsan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi telah
mengesampingkan keterangan saksi korban dan alat bukti surat Visum et
Repertum tanggal 18 Desember 1999 sebagai alat bukti yang sah, sehingga
putusan Hakim lebih menguntungkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana
persetubuhan. Alat bukti yang sah dalam perkara No.41/Pid. B/2000/PN.K
di berupa surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dr Dwi Winarni jika
dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP termasuk pada alat bukti yang sah
berupa keterangan ahli atau surat.Visum et Repertum tanggal 18 Desember
1999 juga termasuk alat bukti surat sesuai pasal 187 KUHAP huruf ¢, yang
menyatakan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang

diminta secara resmi daripadanya”. Pasal 187 huruf ¢ KUHAP jika dikaitkan
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dengan keterangan ahli adalah seorang ahli dapat diperiksa dihadapan
sidang pengadilan mengenai suatu hal. Pendapat dan keterangan ahli dapat
diberikan dalam bentuk surat seperti halnya dokter memberikan Visum et
Repertum.

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah sepanjang visum
et repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh
dokter pada benda yang diperiksanya, hal ini berdasarkan pada peraturan
yang dibuat Pemerintah tanggal 22 Mei 1937 di dalam Lembaran Negara
Tahun 1937 (Staatblaad 1937 No.350) yang dinyatakan dalam pasal | :
visum et repertum dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang
dibuat atas sumpah jabatan yang dikeluarkan pada waktu menyelesaikan
pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau Indonesia, atau sumpah khusus
sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-
perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang apa yang dilihat
oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Di dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi Hakim Pengadilan
Negeri Kediri juga telah mengesampingkan alat bukti keterangan saksi
korban. Berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu”, sehingga untuk menjadi saksi harus mengetahui secara
langsung suatu perbuatan pidana yang terjadi misalnya : langsung menjadi
korban kejahatan.

Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak
pidana percabulan, keterangan saksi korban yang telah disampaikan kepada
penyidik dan di persidangan tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan

terdakwa termasuk dalam tindak pidana aduan. Pengaduan dalam hal ini
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disyaratkan oleh karena tindak pidana itu tidak dapat dituntut di muka
pengadilan, tanpa adanya pengaduan dari korban atau walinya.

Tindak pidana persetubuhan yang terjadi dalam kasus perkara
No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tidak dilakukan didepan orang lain dan tidak ada
yang melihat, sehingga dalam kasus ini tidak ada saksi yang melihat atau
menyaksikan peristiwa pidana tersebut secara langsung, namun demikian
bukti-bukti lain yang berupa saksi (yang tidak melihat sendiri), surat dan
petunjuk dapat dipergunakan untuk menjelaskan tentang adanya peristiwa
pidana tersebut; sehingga hakim perlu mengetahui tentang adanya arrest
Hoge Raad tanggal 26 Januari 1931, NJ 1931 No.209 yang menyatakan
bahwa  “Suatu keterangan saksi yang memberikan gambaran tentang
perilaku terdakwa di bidang seksual itu juga dapat sebagai alat bukti™.

Putusan Hakim No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi jika dikaji dan diperiksa
kembali tindak pidana yang sebenarnya terjadi tidak termasuk tindak pidana
percabulan sesuai yang diatur dalam pasal 290 KUHP tetapi termasuk dalam
pasal 287 KUHP. '

Berdasarkan pasal 287 KUHP perbuatan terdakwa telah mencocoki
rumusan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1)
KUHP, yaitu :

1. barangsiapa,

2. mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang
wanita,

3. diketahui atau patut disangkanya wanita itu belum cukup 15 tahun atau
belum masanya dinikahi;

4, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun .

Dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah
memutuskan tindak pidana percabulan yang diatur dalam pasal 290 KUHP
yang berbunyi :
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Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

1. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan
seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam
keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya;

2. barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan
seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa
orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak
dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi;

3. barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus
dapat ia duga bahwa orang tesebut belum mencapai usia lima belas tahun
atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat
dinikahi, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya tindakan-
tindakan melanggar kesusilaan atau untuk melakukan hubungan kelamin
di luar pernikahan dengan pihak ketiga.

Putusan hakim yang menjatuhkan tindak pidana percabulan pada
perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi berakibat akan lebih ringannya ancaman
pidana yang dijatuhkan. Di'dalam arrestnya Hoge Raad tanggal 19 Maret
1946, 1946 No. 209 menyatakan bahwa “Persetubuhan di lvar perkawinan
adalah tindakan asusila. Perbuatan semacam itu dengan seorang anak
perempuan yang berusia 13 tahun dapat dituntut menurut pasal 287 KUHP
maupun menurut pasal 290 KUHP. Sesuai dengan ketentuan pasal 63 KUHP
dalam mengadil tertuduh harus diberlakukan pasal 287 KUHP, karena
disitulah hukum yang lebih berat itu telah diancamkan. Tidaklah dapat lain,
jika di dalam surat tuduhan perbuatan semacam itu dikwalifisir sebagai
melakukan perbuatan kesusilaan dengan secorang gadis. Dalam hal ini
diperlukan juga adanya pengaduan, sehingga tanpa adanya pengaduan

tersebut jaksa tidak dapat melakukan penuntutan™.
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Di dalam putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi tentang tindak
pidana percabulan, saksi korban menerangkan bahwa terdakwa tclah
mengancam dengan adanya kata-kata “kowe engko lek bengak-bengok tak
pateni” artinya kalau nanti kamu teriak-teriak akan saya bunuh. Ancaman
memakai kekerasan itu Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing
tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18
Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 antara lain memutuskan bahwa
ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni :

a. bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan
sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang
mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan
dapat merugikan kebebasan pribadinya;

b. bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan
kesan seperti itu.

Dalam perkara No. 41/Pid.B/2000/PN.Kdi hakim telah meragukan
adanya ancaman kekerasan pada waktu tindak pidana itu terja.di. Hal ini
disebabkan tidak adanya saksi yang melihat atau setidaknya mendengar
adanya jeritan dari saksi korban pada saat tindak pidana itu berlangsung.
Hakim berkesimpulan jika salah satu unsur dari satv pasal yang didakwakan
tidak dapat dibuktikan, maka pasal tersebut tidak terbukti.

Tindak pidana persetubuhan pada umumnya terjadi tidak dilakukan
didepan orang lain dan tidak ada yang melihat, sehingga dalam perkara ini
tidak ada saksi yang melihat atau menyaksikan peristiwa pidana tersebut
secara langsung. Hakim dalam perkara tersebut jika meragukan tidak adanya
unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut sebagai bahan
pertimbangan dalam putusannya dirasakan kurang tepat. Hal ini disebabkan
adanya Hoge Raad dalam salah satu arrestnya tanggal 19 Oktober 1936, NJ
1937 No.163 menyatakan bahwa :
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“Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan
melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-
benar akan dapat dilaksanakan atau tidak, hakim juga tidak perlu
memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu mempunyai arti

yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai
kekerasan), asal maksudnya sudah jelas”.

Putusan perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi dapat dikategorikan juga
scbagai tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang
berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan
memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan
kelamin di luar perkawinan dengan dirinya, karena bersalah melakukan

perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas

tahun™.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah :
1. barangsiapa;

dengan kekerasan atau;

dengan ancaman akan memakai kekerasan;

memaksa;

Lt A LN

seorang wanita.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim Syaiful Arief S.H yang
dimaksud tindak pidana perkosaan adalah alat kelamin laki-laki harus
masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) atau harus ada
penetrasi penuh ke dalam lubang vagina perempuan dan harus sampai keluar
air mani,

Hakim dalam perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi jika melihat pada
Hoge Raad 14 Maret 1921, NJ 1921 halaman 548, W.10737 yang telah
memutuskan didalam arrest-arrestnya antara lain menyebutkan :

“Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang
wanita dan kemudian meraba-raba alat kelamin dengan dirinya
merupakan ‘tindakan-tindakan pelaksanaan® dan bukan merupakan
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‘tindakan-tindakan persiapan’ untuk melikukan kejahatan yang diatur
dalam pasal 285 KUHP”.

Perbuatan terdakwa pada perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi dapat
dikategorikan dalam pasal 285 KUHP. Hal ini disebabkan bahwa perbuatan
terdakwa dalam perkara tersebut yaitu dengan menekankan kemaluannya
yang sudah tegang ke lubang vagina saksi korban merasa sakit karena
lubang vaginanya dimasuki alat kelamin terdakwa dengan gerakan naik
turun. Perbuatan terdakwa tersebut sebenarnya telah dapat dikategorikan
mencocoki rumusan pasal 285 KUHP jika dikaitkan dengan Hoge Raad yang
tersebut diatas.

Di dalam Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938
No0.956 yang antara lain telah memutuskan sebagai berikut:

“Satu-satunya alasan yakni karena di dalam pasal 287 ayat (2) wanita
di bawah usia dua belas tahun itu disebut ‘gadis’ tidak berarti bahwa
di dalam pasal 285 tidak disebutkan batas usia, maka pengertian
wanita dalam pasal 285 itu harus dibatasi pada wanita yang telah
berusia dua belas tahun keatas. Oleh karena itu kejahatan yang diatur

dalam pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap seorang gadis di
bawah usia dua belas‘tahun”.

Jadi menurut pendapat penulis putusan Hakim dalm perkara
No0.41/Pid.B/2000/PN.Kdi lebih tepat jika dimasukkan dalam pasal 287
KUHP dan bukan pasal 290 KUHP.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

=

Alat bukti yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan
perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi adalah keterangan terdakwa. Alat
bukti lain berupa keterangan saksi korban c¢an alat bukti surat Visum et
Repertum yang dibuat oleh saksi ahli tidak dipergunakan hakim dalam
pertimbangan putusannya. Menurut pasal 183 KUHAP dalam
menjatuhkan putusan pidana hakim wajib mendasarkan pada sekurang-
kurangnya dua alat bukti, tetapi ternyata hakim dalam perkara
No0.41/Pid.B/2000/PN.Kdi hanya menggunakan alat bukti keterangan
terdakwa sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya;

Putusan hakim menjatuhkan tindak pidana percabulan pada pada kasus
perkara No.41/Pid.B/2000/PN.Kdi didasarkan pada pertimbangan hakim
setelah mendengar keterangan terdakwa, keterangan saksi korban dan
keterangan saksi yang laih tanpa mempertimbangkan alat bukti visum et
repertum. Dalam putusan NO.41/Pid. B/2000/PN.Kdi hakim menyatakan
terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar
pasal 290 KUHP sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum
(dakwaan lebih-lebih subsidair) dan bukan pasal 287 KUHP, sehingga

berakibat lebih ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

4.2 Saran

P

Dalam terjadinya tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan

kepatutan seperti tindak pidana perkosaan, persetubuhan, percabulan dan

‘sebagainya
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korban seyogyanya segera melapor kepada pihak berwajib agar dapat
segera dilakukan tindakan pengusutan oleh pihak berwajib.

. Hakim dalam menerapkan ancaman terhadap pelaku tindak pidana yang
melanggar norma-norma kesusilaan dan kepatutan sebaiknya menerapkan
ancaman maksimal terhadap pelaku terutama yang dilakukan terhadap
anak di bawah umur karena akibat yang ditimbulkan sangat fatal yaitu
penderitaan fisik dan psikis.

. Pelayanan aparat penegak hukum terhadap masyarakat perlu
ditingkatkan demi wuntuk perlindungan terhadap korban kejahatan,

khususnya bagi korban yang tidak mampu.
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tangan terdalkwa yang pada snat ity berdalkwa hanyao memakal
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merasa saklt kerena lubang vaginanya dimosulid alat
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e

sampol lkedasar tepl robekon pata discbabliab karena persentuk:

dengan b enda Lumpul ..
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.Jam 06.00 wib. sakksi korban memberitahuliam kepada trotanggany:
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subsidairc s
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tempat sepertl diuvraikan deolam daltwaan Primair telah mony etubul
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diatas tempal tidur kumérnyn, Pada saat menmi jat tiba-tiba
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Humlai tpdl Bhayangliorn edi ri tecrlenggal 18 pesember 1999

2 Sili Falimah yang ditanda tangani ol ch Nrs. puwli Winorni

dengan leesimput <o rolicl:an selapul dorn di jom 11 don jam 3

':‘l('.‘.f“'l"r-.'-i + v s e
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N idalam pasal 289 KuHp

00} ebih-1gbil’ Subsidals «

sampal kedasar tepel reobekan rata discbablkam kerena peTSo

dengan benda tumpul .

Perbualan terdaiiwa sebagaimana diatur dan diancam pidar

; i v . ¥ i "'.I
3 : \ i . e ;
“ ' 15

perbuntan cabul

pldana dalam pasal 290 Kup

-

fahwa ia terdakwa j1adi Martono bl Tamin pada wnlcty dgan

tempat seperti dburallian dalam dalkkwaan Primeir, telah melaliulk
teng:sn Sescornng perompuan yol bu saksi lkorhon

Siti Fatinah, scdang diketahuinya atau patut diketahulinya bah

umur perempuan i tu belum culiup 15 Lahun.

alau kalau tidal nyal
becropa umurnya bahwa

percopunn L tu belum masanya buat dilkaowin

dan pcrbuatan terschut dilaleulzan terdaliwn hanya 1 (sotu) Kkali

denpn cara schagai borilkot .

= Pada awalnya pacal woltty terdaliwa berads dikamor G} durnya oy

hoanys moemalkal sarung tanpe baju dan tampn erlama dalam
teriok fla memenagll solial kozbon st Fatimah untule memd Ja_L
lkaltl dan tangan terdaliwa, pada alcby sl st korban moel jat
terdaliun, tiba-tiba terdaliwn me ranglzul dan menel entanylcanny:

salksi korban diatas Lespat tidur tersobut dan. berdal:wa

mendndihlcan tubuhnya diatas tubuh snlesl korban sanbil mencid
pipi kaokan dan Pipi kkiri solesi korban secrta

dada solkksi ko:ban don

meremas-remas bo

terdaliwa juga rnc:nfingkap rok salisi kor

dan mel opas celana tU2lamn salisi  liorban hingga lepas dan pads

saat itu juga terdoiiwa mendoan lkemaluannya yang sudah tegang

i
lkelubang vaglng 'sapk st knrban dan satiei |

thrben merosa saled &
korcon dimasuled alat

lkelamin yerdalcwa denunn geralinn natle L

dan solest kothon Juagiy mel aliulcon, prrlownan dengan cnrn
1

mendar
tubul berdolown S e tne Wik

sambiL mncubli b oan meronta, name

usaha saolesi korban sic=-sia kazena tubuh terdakwa brsar dan 0l

nya sctclah melal:ulesn porbuatan terscbut terdaliwa lari kelua

dari lkamar tiduznya.
Alkibal dorti perbuaton terdokwa terschiut alat vy tal sokisi gits
Fatimalh fiengalaml kerusakan, sesual dengan visum et rep ertum
v Kgi ri Lexbonggall 18 pesember 1999

ane SiLL Falimal yomg o Lo

Rumi¢i bpol Bhayongliot:

Langanl eleh pr, Duwl Pinonrni

selapul dars joam 11 dan Jam 3 sanp:
lkedasar tepl rabelian raba s ehabloan, |

dengan leeastmpolon ohilien

arena persentubhan deng:
Lenda Lumpul .

Nerbhuatan teordalown schagrinana diatur den diancas denann

Menlmwbung, « « s
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Digital Repository Universitas Jember-

Mecinbong, hohwe Leedalown

dm'u_;-:m sistim daliwaan Lerlingliak yni Lo primoic,

Subsicdal v

diurailan,

M e

mer

melalzolenr
‘
Hr"
ia hanyn
serta nmor

dilaluliar

imbang,

iabang, bohwa dimlia
menclum bibly don meremns—romas
yesal doo mengalu bersalalh stas

nya

didokiwn o) eh penuntul Ymum

subsidair, !
don Tebih=1ebih aubsidai r scbuynimmna yang teloh

dialnsg ; .

imbangy bohwa sclanjulnyas Pengadilan akan meapeotin

lkkan dakwann dari penuntut Umum Lerschulb s

1
bsthver ol ez

7 5 o

sidang Lerdolzwa menolale Lelabh.

perlkiosann nlns solesi lorban 51t Fetimab 3 -
sidang terdoliwn menoranglzam baly

buah dada salisl korh:
perbustan yang telahl

toersecbul g

Medimboang, b hwn hevidiis slean penvalkiusn terdalwn Lersabu!

dihubunyldan

dihubunidan

persidang

Lolah h o

dengan keborangan, salisi—anicsi dlbawah sumpah  dan

pula dengnn Foliet alk b hotun yang bLerungiiap di
an Dengzdilan berlséyaliinnn boalhwe bEerdaiiwn Bl ok Lerin

salab melatculoon Eindal: pidonn senngaimann daliwann,

Prinfar, |Subsidair, | chibh subsidaie moicn ol ch arona { oo

Lordaicwn

Mcr

dalcwaan p

Pengodila

ang i dalewalez=ey by vhadgy 138 1t
1 |

PN
gt dareg ol
Lozl
thiviy vy

denygan foe

ltesecunion anboy

Meninb onng,,

hixzus dibvchadiian Uarl dodiwann Prenunkut Unum Lersehul
Labrag, Wehws dengan dibicbiovskiannys barvdaliwa dirt

rimair, Subsidair Jdan Lebih subsidatr maka sclanjutn
nookan menporbinbanglzoen daliwaan Lebibh-1ebih gubstdois

Loevddaolown g

Labung, hobma bevdasarkan pennsdoonnn beedal: un il
vy fresnlahinnys yulba Lo belaly o tetk e purrbuatan o
Fizik L.k Libir

ir e dhiveboany sy preng cbooeay mann dihiabiygnaglz s,

sougdl ey clhen o B destsy i caen menelon

T el BB K 191 15

Lamanigzn soli o =s9i0sl dibhawah stimpahy bernyoals Lordopnd

sule sann Latnyn

albus dlvser ursibon, perthababglkagn e s elinl et a!

maliar Pengadilon berleyaliinan balwe tesdalown tr:lah/r'uzl:-‘.kul:ml.

Lindale i

dalam pasal

lkarenny 1L

Meoimbang,

alzan di jatohlian pepgsdi Lan aloan mempeshinboanglzaon hal=nal

membiorn Ll
terdaliwn,

Hann sehanaimanag yang i ddewslzang olelh penunbisl tmam

290 e C ollzwaan Lindihi=1 0 b subaliol Ymeka ol

uwoba hooros gihlion selippoel deng o perbualannya g

hohwe schelum nenenbulzan beeepa pldana yang

yanq

an maupun hal-hal yong nori ngs an terhadap diri

,oyelby .
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pHzl-hal yong moesmborabtlan

= sitat perbuatan terdolkwa tersebul melanggar norma~norma vy

berlalku yoitu adab maopun hultusn

Hal-hal yanygy meringuodoan e

= Terdaliua mengaltuy terus derann alian perbuataannya sehingon
memperlancar jalannya persidangan g

= Terdaliwa berlnoiio sopan, mosih moda don belum pernnh dlholo

+ = Terdakwa menycesall perbualaannys dan berjanji. tidale lagi

meclalkiulian perbuatan yang melanggat hulium

Menimbang, bahwa dalam peritara ini  terdalkkwa telah di
malia penahanan yang Lelah di joleninya tersebubt dilzuranglkan

seluruhnya dari pidana yang di jobublian g

Menimbang, Dolive Borena terdokwse Lelah berbulz bl borss
melalzulian Lindak pidann yang di delewakion leepadanya don of jao!
.I\uku.mmn malta bLerdaliwn harus dihulzom pola memboyar blaya pen
dalom perleara inil g

Mengingal, poasal 290 Kuup dan pasal-paasal Laln dard
Undann=tndang ybng bersangliubkan g '

MENGADLIT

menyatalian, bohwn Tezdalkkwa HADI MARTOND BIN TAMIN Lidale

terbuit bl sccara sah dan meyolkkinkan nelaljultan tindal: pldan:

talom dabiwann primair, subsidale, L ohih subsidairs maka ol

lorens Leu Terdoabwsy haros dibebaskan dori dakcwann pPenuntiy!
Ymina bersehub
- Menyalbolzan, bohee rocdeliwa HADT MARTOND ATN TAMIN terscbu’

teloh bBerhalibi seccora soh dan ncyalid nlcan bersalah melaloul:

Lindal: pidanag " Melakulzan perboakan eabul v o

menjotuhlean pidans kepada Terdnhkwa Lersebul denarn pidana

penjara selama ¢ 5 (Lima ) pulen

Mmenecloplian nons poonabonan yong Lelaoh i jalani 1merdalzwa

dikuzenniian sebuarohnya dari pidnna yang di jatohlkkan

-~ Meocrinlahlean ayge v Terodaktwa teban o Lohan g

-~ membebani Terdaktwsr  unbole membayoar biaya perlcara scboesarn

Rpe L.000,- ( seczibu zupiah) ;
pemikianlah diputuskan dalzn repatb permusyawaratan pa
Holdim Pengadilan Nege i Kebupoben gKedirl padoe hapl ¢ A DI

Tanagal ¢ 22 morcl 2000 .0lch ¢ ZAINAL ADIDIN,SH. selaku kel

I ESI ER
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Hal:im pngoaobla g pubnsan nm\ divenplan dalan sidang yang
Tunggal ¢

Locbulie untite onum poda hari s T Y
22 marelb 2000 olch et torschob

yinu dihadizi oleh g

RAMLY NNWAR,SH. dan DIDIK _WURYANTO, 5. Halzim=Halzim anggotn

dengan dibantu oloh s JUNL PRASE TYONO, S, pPaniters
dihaodapan ¢ UARJUNT RACHMAN, SH. penuntub Ymum pada Kojaltsn
Negeri Kedicl serta dihadizd

P enggan

ol ch Trerdakwa dan Penzsihat
)y Hulzumnya,

e
leih\ 1)

L. RAMLY nRdIWAR, Sil.

gobo, Haldim K ebun,,

ZNINNL ADEDIN, S,

2. DIDIK WUIRTAHTU S,

pani

Foto copy sesuai aslinya.
DFNGI\Ufo\N NEGFRI KABUPATEN KEDIRI,

P bfa\ll Panitera,
] /\«-,. i
\ i) LIRS AN

¢ .‘

,.§ER1!J[J{UJ![JR!\ I\L‘.RIHN, SH.

NIP,040019330,~-
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